
Mengingat: 1. Pasal .l8 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; i 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jam.bi, clan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903} sebagaimana telah cliubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jam.bi dan Kabupaten Tanjung .Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

.Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3969); · 

Menimbang :a. bahwa Pemerintah · Daerah bertanggung jawab untuk 
meningkatkan kesejahteraan umum yang merupakan hak 
setiap warga salah satunya melalui pemanfaatan dan 
pengelolaan aset daerah secara efektif dan efisien; 

b. bahwa pengelolaan air minum sebagai salah satu aset 
Daerah belum dapat dilakukan secara optimal karena belum 
terpenuhinya tuntutan beban dan target kerja dalam 
memberikan pelayanan terhadap masyarakat; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka 
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten 
Merangin perlu · menyesuaikan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangandimaksud huruf a, huruf 
b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merangin 
Kabupaten Merangin; 

BUPATI MERANGIN, 

DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN 
NOMOR 1 TAHUN 2019 

TEN'iANG 
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MERANGIN 

KABUPATEN MERANGIN 

PROVINSI JAMBI 

B.UPATI MERANGIN. 

( SALINAN 1 .. 



' 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara _Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7 ~ Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara· Republik. 
Indonesia' Tahun 2004 Nomor 5> Tam.bah.an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah kedua kalinya dengan Undang-Und.ang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 

. · Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679}; 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tam.bah.an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Bad.an Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Da.erah Air 
Minum; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan 
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi 
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 700) 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun 
Bangko Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pembentukan 
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat 
II Sarolangun Bangko; 



Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin. 
2. Pemerintah Daerah ada]ah Pemerintahan Kabupaten Merangin.· 
3. Bupati adalah Bupati Merangin. . 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adaJah adaJah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin. 
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang untuk selanjutnya disingkat PDAM 

adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Merangin yang bergerak di 
bidang usaha pengelolaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dan tidak terbagi atas saham. 

6. Perusahaan Umum Daerah Air Mirrum yang untuk selanjutnya clisebut 
Perumda Air Minum adalab Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Merangin 
yang bergerak di bidang usa.ha pengelolaan air minum yang seluruh 
modaJnya diroiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dan tidak 
terbagi atas saham. 

7. Badan Usaha Milik Daerah yang untuk selanjutnya disingkat BUMD adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
Daerah.: 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

9. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah Kekayaan Daerah yang berasal 
dari APBD untuk dijadikan penyert.aan modal Daerah pada perusahaan 
umum Daerah. 

I 0. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam ·rangka penyehatan 
perusahaan umum Daerah sebagai salah satu langkah strategis untuk 

· memperbaiki kondisi internal perusahaan umum Dacrah guna 
memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai perusahaan umum 
Daerah. 

11. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang 
. mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan 
kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan 
hubungan antar pemangku kepentingan. 

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dalaro negeri. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM 
DAERAH AIR MINUM TIRTA MERANGIN KABUPATEN 
MERANGIN. 

MEMUTUSKAN: 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN 

DAN 
BUPATI MERANGIN 



Pasal 5 
{ 1) Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Merangi:n Kabupaten Merangin 

berkedudukan di Bangko. 
(2) Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin dapat 

membentuk anak perusahaan. 

Bagian Kesatu 
Tempat Kedudukan 

BAB IV 
TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA 

Pasal 4 

PDAM Tirta Buana Merangin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 3 Tahun 1991 
tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah 
Tingkat II Saro1angun Bangko, diubah nama bcntuk badan hukumnya 
menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Mirrum Tirta Merangin Kabupaten 
Merangin. 

BAB III 
PERUBAHAN NAMA BENTUK HUKUM 

Pasal 3 

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perumda Air 
Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin memiliki tujuan untuk: 
a. Meningkatkan k:inerja dan daya saing Perumda berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi; 
b. Menyelenggarakan pelayanan publik yang berintegritas; dan 
c. Menyelenggarakan pengelolaan air m.inum yang baik untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Pasal 2 

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perumda Air 
Minum Tirta Merangin Kabupaten _ Merangin dimaksudkan sebagai 
penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
untuk mendorong peningkatan kinerja BUMD agar menjadi lebih efektif, 
efisien clan produktif. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

13. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dal.am Kepemilikan 
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Peru.sahaan Umum Daerah yang 
selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang 
memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan 
memegang segaJa kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau 
Dewan Pengawas. 

14. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan um.um Daerah yang bertugas 
melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam 
menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah. 

15.-Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggungjawab 
atas pengurusan perusahaan wnum Daerah baik di dalam maupun di luar 
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 



Pasal 9 
(1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin 

dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten 
Merangin. . 

Bagian Kesa.tu 
Umum 

BAB VI 
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA MERANGIN KABUPATEN MERANGIN 

Pasal 8 
(1) Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin dapat · 

memperoleh sumber modal Daerah yang terdiri atas: 
a Penyertaan modal Daerah; 
b. Pinjaman; 
c. Hibah; dan 
d, Sumber modal lainnya 

(2) Sumber modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang 
bersumber dari keuangan Daerah, dilakukan sesuai dengan kem.ampuan 
keuangan Daerah. 

(3) Pelaksanaan penyerahan sumber modal Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 7 
(1) Modal dasar yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Tirta Merangin 

. Kabupaten Merangin adalah keseluruhan modal dan aset. yang dimiliki 
oleh PDAM Tirta Merangin. 

(2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnerupakan kekayaan daerah 
yang dipisahkan. 

(3) Penetapan modal dasar, modal ditempatkan dan/ atau clisetor serta 
perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat 
(2), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

BABV 
MODAL 

Pasa.l 6 

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagairnana climaksud dalam Pasal 2 
dan Pasal 3, Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin 
menyelenggaxa,bn usaha di bidang Pengelolaan Air Minum. 

Bagian Kedua 
Bidang Usaha 

(3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat .(2) 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

{4) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) Perumda Au Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin dapat 
bermitra dengan: . 
a. Badan usaha milik negara atau BUMD lain; danj'atau 
b. 'Sadan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia. 



Pasal 13 
( 1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 

a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/ atau Dewan Pengawas 
Perumda Air Minum Tirta Merangin yang telah menyelesaikan masa 
jabat.annya; 

· b. pensiunan pegawai BUMD; 
c. mantan Direksi BUMD; atau 
d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c. 

Bagi.an Ketiga 
Dewan Pengawas 

Pasal 12 
KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta 
Merangin Kabupaten Merangin apabila dapat membuktikan: 
a. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak 

langsung; 
b. Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

· Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin; dan/ a tau 
c. Tidak terlibat baik. secara J.angsung maupun tidak langsung 

menggunakan kekayaan Perumda Air Minum 1'irta Merangin Kabupaten 
Merangin secara melawan hukum. 

Pasal 11 
( 1) KPM adaJab Bupati selaku Kepala Daerah 
(2) KPM bersama Dewan Pengawas clan Direksi melakukan rapat dalam 

pengembangan usaha, peningkatan dan evaluasi kinerja Perumda Air 
Minum 'lrirta Merangin Kabupaten Merangin. 

(3} Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 
a. Rapat Tahunan; 
b. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta 

Merangin Kabupaten Merangin; dan ·' 
c. Rapat luar biasa. 

Bagian Kedua 
KPM 

Pasal 10 
(1) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merangin 

Kabupa.ten Merangin dilarang memiliki hubungan keluarga sampai 
derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke 
samping. 

(2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 
hubungan yang timbul karena perkawinan. 

(2) Organ Perumda Air Min.um Tirta Merangin Kabupaten Merangin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. KPM; 
b. Dewan Pengawas; dan 
c. Direksi. 



Pasal 16 

( 1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. 
(2) Seleksi seba.gaimana climaksud pada · ayat ( 1) paling sedikit meliputi 

tahapan uji kelayaka:n dan kepatutan yang dilakukan oleh tim. atau 
lembaga profesional. 

Pasal 15 

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), yang bersangkutan hams memenuhi 
syarat sebagai berikut 
a. Sehat jasmani dan rohani; 
b. Meromki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku 

yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 
mengembangksn perusahaan; 

c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 
d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan saJah satu 

fungsi manajemen; 
e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; 
f. Berijazah paling rend.ah Strata 1 (S-1}; 
g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama 

kali; 
h. Tidak pernah dinyatak.an pailit; 
1. Tidak pemah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisari.s 

yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya 
dinyatakan pailit; 

J· Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 
k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepa1a atau wakil · 

kepa]a daerah, clan/ atau calon anggota legislatif. 

Pasal 14 

( 1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM dengan 
Keputusan KPM. 

(2) KPM mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan 
pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai materi: 
a. usulan pengu.ndura,n diri dari yang bersangkutan; 
b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan 
c. tata cara pemberhentian. 

(3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, merupakan 
anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan 
Direksi. 

(4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {I), adalah pejabat 
Pemerintah Daerah yang tidak bertu.gas melaksanakan pelayanan publik. 

(5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana climaksud pada ayat (4), 
d,iprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan 
pengawasan BUMD. 

{6} Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayal (4) merupakan 
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 
da.n/ at.au pelayanan ad.ministratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 



Pasal 19 
{l) Anggota Dewan Pengawas clitetapkan dengan komposisi: 

a. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 {satu) orang, berasal dari 
pejabat Pemerintah Daerah; 

b. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas: 
1) 1 (satu) orang pejabat. Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur 

independen; atau. 

Pasal 18 

( 1) -Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2} Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah 
Direksi. · 

(3) Dalam hal anggota Dewan 'Pengawas terdiri Iebih dari 1 (satu) orang 
anggota, l(satu) orang anggot.a Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketu.a 
Dewan Pengawas. 

(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi clan efektivitas keputusan, 
pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tuta 
Merangin Kabupaten Merangin. 

Pasal 17 

( 1) Calon anggota Dewan Pengawas yang clinyatakan lulus seleksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib menandatangani kontrak 
kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesimggupan untuk 
menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, 
dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan 
dengan pemberhentian tersebut sebelum diangkat sebagai anggota Dewan 
Pengawas. ' · 

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
· ayat {1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, 
kecuali untuk pengangkatan pertama kali. 

(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak 
berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai 
mam.pu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. 

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan 
Pengawas wajib menandatangani kembali kontrak kinerja dan surat 
pernyataan yang berisi kesanggupan untuk: menjalankan tugas dengan 
baik, bersedia cliberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat 
atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian 
tersebut yang baru. 

(5) Penandatanganan kontrak kinerja dan surat pemyataan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) clilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai 
anggota Dewan Pengawas. 

(6) Dalam ha1 calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat {4) menolak untuk menandatangani kontrak kinerja dan 
surat pemyataan, pengangkatan dapat dibatalkan, dan calon anggota 
Dewan Pengawas selanjutnya dapat diajukan untuk diangkat. 

(7) Dalam hal pengangkatan calon Dewan Penga.was dibatalkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6}, maka calon anggota Dewan Pengawas 
selanjutnya dapat diajukan untuk diangkat. 

I 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 



{ 1) Dewan Pengawas bertugas: 
a. Melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Merangin 

Kabupaten Merangin secara berkala; dan 
b. Mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan 

pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin. 

Pasal 21 

Pasal 20 
( 1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 

(empat) tahun terhitung sejak tangga1 pelantikan dan dapat diangkat 
kembali untuk 1 (satu) ka1i masa jabatan. 

(2) Penilaian kemampuan tu.gas sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) paling 
sedikit terhadap: 
a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Merangin 

Kabupaten Merangin; 
b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Afr Minum 

Tirta Merangin Kabupaten Merangin; · 
c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik; 
d. antisipasi dan/ atau rninimalisasi terjadinya kecurangan; dan 
e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja. 

{3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang 
dirnaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas: 
a. rencana bisnis; 
b. rencana kerja clan anggaran Perumda Air Minum Tirta Merangin 

Kabupaten Merangin; 
c. laporan keuangan; 
d. laporan basil pengawasan; 
e. kontrak kinerja; dan 
f. risalah rapat dan kertas kerja. 

2} 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; 
c. Jnrnlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas: 

1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua} orang unsur 
independen; atau · 

2} 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu} orang unsur 
independen: 

d. Jurn]ah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri 
atas: 
I) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejaba.t 

Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau 
2) 1 {satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu] orang pejabat 

Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; 
e. JUIIlbjili anggota Dewan Pengawas sebanvak 5 {lima) orang terdin at.as: 

1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat 
Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; 

2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat · 
Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau 

3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat 
Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen. 

(2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk 
dan ditentukan oleh Menteri. 

(3) Dalam bal unsur Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin telah 
terpenuhi sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), kedudukan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat diisi oleh 
Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. · 



Pasal 24 
(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena 

d.iberhentikan sewatu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
huruf c, pemberhentian tersebut wajib disertai alasan pemberhentian. 

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat 

'dibuktikan secara sah bahwa anggota Dewan Pengawas yang 
bersangkutan: 
a Tidak dapat melaksanakan tugas; 
b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan/atau ketentuan anggaran dasar; 
c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian 

pada Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin, 
negara, dan/ atau Daerah; 

d. Dinyatakan bersalah clengan putusan pengadilan yang· telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap; 

e. Mengundurkan diri; 
f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau 
g. Tidak terpilih 1agi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah 

Daerah seperti Restrukturisasi likuidasi, akuisisi, dan pembubaran 
Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin. 

Pasa123 
(1) Dalam ha1 jaba.tan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa 

jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, 
anggota Dewan Pengawas · yang bersangkutan wajib menyampaikan 
laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) 
bulan sebalum berakhir masa jabatannya. 

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (l} wajib 
melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan 
paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa jabatannya. 

(3) Laporan pengurusan tugas akhlr masa jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk 
memperpanjang atau memberhenti.kan anggota Dewan Pengawas. 

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas 
yang berakhir inasa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit. denga.n 
tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada 
KPM. 

{5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, 
pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Merangin 
Kabupaten Merangin dilaksanakan oleh KPM. 

(2) Dewan Pengawas wajib: 
a. Melaporka.n basil pengawasan kepada KPM; dan 
b. Membuat dan memelihara risalah rapat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud 
pa.da ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal.22 
Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila: 
a. Meninggal dunia; 
b. Masa jabatannya berakhir; atau 
c. Diberhentikan sewaktu-waktu. 



Pasal 28 
(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab 

menjaJankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta 
MerangiI1 Kabupa.ten Merangin. . 

(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi 
apabila yang bersa.ngkutan. bersalah atau Ialai menjalankan tugasnya. 

. Pasal 27 · 

( 1) Anggota Dewan Pengawas dilurang memangku jabatan rangkap sebagai: 
a. anggota. Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/ at.au 

badan usaha milik swasta; 
b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan; dan/ atau 
c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. 

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai 
sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan 
sebagai langgota. Dewan Pengawas dan/ atau anggota K.omisaris. 

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang 
bersangkutao diangkat memangku jabatan barn sebagai anggota Dewan 
Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas 
d.inyat.akan berakhir. 

Pasal 26 
(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 {dua) jabatan 

anggota Dewan Pengawas. 
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai 

sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan 
sebagai anggota Dewan Pengawas. 

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) · tidak 
dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang 
bersangkutan diangkat memangku jabatan barn sebagai anggot.a Dewan 
Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota 'Dewan 
Pengawas dinyatakan berakhir. 

(4) Kepala Daerah melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan 
Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat [I] kepada Mente1i melalui 
Direktorat -Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 [Iima belas) 
hari kerja sejak laporan diterima oleh Kepala Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 25 

(1) Kepala Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi 
pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan 
jabatan anggota Dewan Pengawas yang dikarenakan meninggal dunia, 
masa jabatannya berakhir, at.au diberhenti.kan sewaktu-waktu 
sebagaimana dimaksud dalam · Pasal 22. 

(2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa 
jabatannya berakbir sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat { 1) huruf 
b dilakuka:n paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota 
Dewan Penga.was berakhir. 



Pasal 33 
( 1) Direksi melakukan pengurusan terhadap jalannya kegiat.an usaha 

Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin. 
(2) Untuk dapat melakukan pengurusan terhadap jalannya kegiatan usaha 

Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk: 
a susunan organieasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta 

Merangin Kabupaten Merangin; dan 
b. pembentukan Ca.bang atau Unit Perumda Air Minum Tirta Merangin 

Kablupaten 'Merangin. 
(3) Susunan organisasi dan tata. kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a ditetapkan dcngan Peraturan Bupati. 

Bagian Keempat 
Direksi 

Pasal 32 

( 1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas 
(2) Da1am keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil 

di luar rapa.t Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan 
Pengawas setuju tentang cam dan materi yang diputuskan. 

(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal 
yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pemyataan 
ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas. 

Pasal 31 
Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan 
Pengawas dibehankan kepada Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten 
Merangin clan climuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum 
Tirta Merangin Kabupaten Merangin. 

Pasal 30. 

(1} Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibia.yai oleh 
Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin. 

(2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat {l) untuk mem.bantu 
kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas. 

Pasal 29 

fl} Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. 
(2) Pengbasi)an anggota Dewan Pengawas clan anggota Komisaris 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: 
a. honorarium; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas; dan/atau 
d. tantiem ata.u insentif kinerja. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas 
diatur dalam Peraturan Bupati. 

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan 
Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan 
kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin 
kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangk:utan mengganti kerugian 
yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas um.um daerah. 



Pasal 37 

(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagairnana 
dimaksud da1a Pasal 36 wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat 
pemyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan 
baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, clan tidak akan menggugat 

Pasal 35 
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. sehat jasmani dan rohani; 
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku 

yang . baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan d.an 
mengembangksn perusahaan; 

c. memahami penyclenggaraan pemerintahan Daerah; 
d. memahami manajemen perusahaan; 
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan; 
f. berijazah paling rendah Strata 1 {S-1); 
g. · pengalaman kerja minimal 5 (lirna) t.ahun di bidang manajerial 

perusahaan berbadan hukum dan pemah memimpin tim; 
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 

(lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; 
i. tidak pernah menjad.i anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris 

yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin 
dinyatakan pailit; 

J. tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara atau keuangan daerah; 

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 
1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau 

calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. 

Pasal 36 

( 1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. 
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat [I] paling sedikit meliputi 

tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau · 
lembaga profesional. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

(4} Pengangkatan pejabat struktural dalam susunan organisasi dan ta~ 
kerja Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangm 
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) diangkat oleh Direksi setelah 
mendapat persetujuan dari KPM. 

(5) pembentukan Cabang/Unit Perumda Air Minum Tirta . Merangin 
Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
ditetapkan dengan Keputusan Direksi. . 

Pasal 34 

(I} Direksi pada Perumda Air Min um Tirta Merangin Kabupaten Merangin 
diangkat dan diberhentikan oleh KPM dengan Keputusan KPM. 

(2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana 
dimaksud pa.da ayat (1) yang paling sedikit memuat materi: 

a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan; 
b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan 
c. ta.ta cara pemberhentian. 



Pasal 39 
(1) Anggota Direksi diangkat untuk masajabatan paling lama 5 (lima) tahun 

terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 
(satu} ka1i masa jabatan kecuali: · 
a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; dan . 
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau 

prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang 
ketiga. 

(2) Keablian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria: 
a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana 

kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten 
Merangin; 

b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan miniroaJ Wajar Tanpa 
Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode 
kepemimpinan; · 

c. seluruh basil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

d. terpenubinya target da1am kontrak kinerja sebesar 100% (serntus 
persen). se1ama 2 (dua) periode kepemimpinan. 

Pasal 38 

(1) .Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum T:irta Merangin 
Kabupaten Merangin ditetapkan oleh KPM. 

(2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Merangin 
Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
1 {satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. 

(3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengwusan Peru.rnda 
Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin. 

(4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 

atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian 
tersebut sebelum diangkat sebagai anggot.a Direksi sebelum diangkat 
sebagai anggota Direksi. · 

(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak 
berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mam.pu 
melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. 

(3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib 
menandatangani kembali kontrak kinerja dan surat pernyataan yang 
berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia 
diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau 
mengajuka.n proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut 
sebelum diangkat sebagai anggota yang barn. · 

(4) Penandatanganan kontrak kinerja dan surat pernyataan sebagaimana 
dimaksud pad.a ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali 
sebagai anggot.a Direksi. . 

(5) Dalam bal calon anggota Direksi sebagaimana climaksud pada ayat ( 1} 
dan ayat (4) menolak untuk menandatangani kontrak. kinerja, 
pengangkatan dapat dibatalkan. 

(6) Dalam hal pengangkatan calon Direksi dibata.lkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5),. maka calon anggota Dewan Pengawas 
selanjutnya dapat diajukan untuk diangkat. 



Pasal 42 
( 1) Dalam ha1 · jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan 

sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 40 huruf c, 
pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. 

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pad a ayat { 1) 
dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan 
secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan: 
a. tidak dapat melaksanakan tu.gas; 
b. tidak melaksannkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan/ atau ketentuan anggaran dasar; 
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian 

pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah; 
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan bukum tetap; 
e. mengundurkan diri; . 
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 
g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah 

Daerah da]am hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan 
pembubaran Perumda Air Minum Tirta Merangin Ka.bupaten 
Meraogin. 

Pasal 41 
(1) Dalam hal jabatan .anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya 

berakhir sebagairnana dimaksud da1am Pasal 40 huruf b, anggota Direksi · 
wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan 
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir rnasa jabatannya. . 

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) wajib melaporkan 
sisa pelaksanaan tugas pengurnsan yang belum dilaporkan paling Iambat 
1 (satu) bulan setelah berakhir roasa jabatannya. 

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masajabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian 
dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan 
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3} sebagai dasar 
pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota 
Direksi. 

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang 
berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan 
tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan 
disampaikan kepacla KPM. 

Pasal 40 

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi: 
a. meninggal dunia; · 
b. masa jabatannya bera.khir; atau 
c. · diberhentikan sewaktu-waktu. 



Pasal 46 

(1} Penghasilan Direksi pada Per.umda Air Mµium Tirta Meran.gin Kabupaten 
Merangin ditetapkan oleh KPM. 

(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) paling 
banyak terdiri atas: 
a. gaji; 
b. tunjangan; 
c, fasilitas; dan/atau 
d. tantiem atau insentif pekerjaan. 

(3) Ket.entuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 45 
(I) Anggota Direksi wajib dengan itika.d baik dan tanggung jawab 

menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum 
Tirta Merangin Ka.bupaten Merangin. 

(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila 
yang bersangkutan bersalah at.au lalai menjalankan tugasnya sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi 
yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada 
perusahaan u.mum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan 
mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut clan disetorkan ke 
rekening kas umum daerah. 

Pasal 44 

( 1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan' rangkap sebagai: 
a. anggota Direksi pad.a BUMD lain, badan usaha milik negara, clan 

badan usaha milik swasta; 
b. jabatan Iainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; dan/ atau . 
c. jabat.an lain yang dapat menimbulkan konllik kepentingan. 

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I] dikenai 
sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan 
sebagai anggota Direksi. 

(3} Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang 
bersangkutan diangkat memangku jabatan barn sebagai anggota Direksi, 
jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir. 

Pasal 43 

( 1) Kepala Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi 
pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan. kekosongan 
jabatan anggota Direksi yang dikarenakan meninggal dunia; masa 
jabatannya berakhir, atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40. 

(2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya 
berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf b 
dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota 
Direksi berakhir. 

(3) Kepala Daerah melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi 
sebagaimana ayat (1) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal 
Keuangan Daerah paling lambat 15 (lima belas} hari kerja sejak taporan 
cliterima oleh Kepala Daerah. 



Bagian Kellina 
Pegawai Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin 

Pasal49 
( 1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta 

Merangin Kabupaten Merangin apabila: 
a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta 

Merangin Kabupaten Merangin dengan anggota Direksi yang 
bersangkutan; dan/ atau 

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang 
bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta 
Merangin Kabupaten Merangin. 

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), yang 
berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten 
Merangin yaitu: 
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mcmpunyai benturan kepentingan 

dengan PerumdaAir Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin; 
b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai 

benturan kepentingan dengan Perumda Air Mmum Tirta Merangin 
Kabupaten Merangin; atau 

c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi 
atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan 
Perumda Air Mirium Tirta Merangin Kabupaten Merangin. 

Pasal48 

(I) Dalam bal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, 
pelaksanaan tugas pengurusan Perurnda Air Minurn Tirta Merangin 
Kabupaten Merangin dilak:sanakan oleh Dewan Pengawas. 

(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air 
Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin untuk membantu 
pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif 
paling lama 6 [enam] bulan. 

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan 
seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta 
Merangin Kabupaten Merangin dilaksanakan oleh KPM. 

(4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minurn Tirta 
Merangin Kabupaten Merangin untuk membantu pelaksanaan tugas 
pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin 
sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota 
Direksi definitif paling lama 6 [enam] bulan. 

Pasal 47 

( 1) Segala keputusan Direksi diambil daJaro rapat Direksi. · 
(2) Da1am keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat 

Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan 
materi yang diputuskan. . . 

(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang 
dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pemyataan 
ketidaksetujuan anggota Direksi, 



Pasal 52 

(1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Meran.gin 
memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban 
pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja. · 

{2} Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta 
· Merangin Kabupaten Merangin sesuai dengan rencana kerja dan 
anggaran Perumd.a Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin. 

(3} Penghasilan pegawai Perumda Air M~um Tirta Merangin Kabupaten 
Merangin paling banyak terdiri atas: 
a. gaji; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas; dan/ atau 
d. jasa produksi ataa insentif pekerjaan. 

Pasal 51 
( 1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai Perumda Air Min um Tirta 

Merangin Ka.bupaten Merangin harus memenuhi persyaratan: 
a. Warga Negara Republik Indonesia; 
b. berkelakuan baik dan belum pemah ctihukum; 
c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan; 
d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi; 
e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan 
f. lulus seleksi. 

(2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling 
singkat 3 (tiga) bulan clan paling lama 12 (dua belas) bulan dengan 
ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit 
bemilai baik. 

(3) SeJama masa percobaan sebagaimana dimasud pada ayat (2) dilakukan 
penilaian meliputi: 
a. loyalitas; 
b. kecakapan; 
c. kesehatan; 
d. kerjnsama; 
e. kerajinan; 
f. prestasi kerja; dan 
g. · kejujuran. 

(4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai · tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (3) dapat diber hentikan 
tanpa mendapat uang pesangon. 

Pasal 50 

(1) Pegawai Peru.mda Air Minum Tirta Merangin meru.pakan pekerja Perumda 
Air Minum Tirta M·era,ngm Kabupaten Merangin yang pengangkatan, 
pemberhentian, kedudukan, hak, kewajiban, dan pensiun pegawai 
Perumda Air Minun:i Tina Merangin Kabupaten Merangin clitetapkan 
berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, 
kedudukan, hak, kewajiban, dan pensiun pegawai Perumda Air Minum 
Tirta Merangin Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Bupati. 



Pasal 57 

Satuan pengawas intern mempunyai tugas: 
a. rnembantu clirektur utama dalam rnelaksanakan pemeriksaan 

operasional clan keuangan Perumda Arr Minum Tirta Merangin 
Kabupaten Merangin, menilai pengendalian, pengelolaan, dan 
peJaksanaaonya pad.a Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten 
Merangin, dan memberikan saran perbaikan; · 

b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil 
pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada 
huruf a kepada direktur utama; dan 

c. memonitor tindak lanjut atas basil pemeriksaan yang telah dilaporkan. 

Pasal 56 
(1) Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin mernbentuk 

satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern 
Perumda 

(2) Satuan pengawas intern sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) dipim.pin 
oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada ctirektur utama. 

(3)· Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud 
pa.da ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan 
Pengawas. 

Bagian Kesatu 
Satuan Pengawas Intern 

BABV 
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA 

Pasal ~5 

(1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin 
dilarang menjadi pengurus partai politik. 

(2) Pegawai yang melanggar ketentuan pada ayat ( 1) dikenakan sanksi 
admmistrasi berupa: 
a. Peringatan tertulis; dan/atau 

· b. Pemberhentian. 

Pasal 54 

(1) Dalam rangka pen.ingkatan kompet.ensi pegawai, Perumda Air Minum 
Tirta Merangin Kabupaten Merangin melaksanakan program peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang program peningkatan kapa.sitas sumber 
daya manusia diatur dalam Peraturan Direksi. 

Pasal 53 

Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin wajib 
mengikµtsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten 
Merangin pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan 
sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4} Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air 
Minwn Ti,ta Merangin Kabupaten Merangin diatur dalam Peraturan 
Bupati, 



b. 

a. membantu Dewan Pengawas da]arn memastikan efek:tivitas. sistem 
pengendalian intern dan efektivitas pelak:sanaan tugas ekstemal auditor; 
menilai pelaksanaan kegiatan serta basil audit yang dilaksanakan oleh 
satuan pengawas intern maupun auditor eksternal; 
memberikan rekomendasi mengenai penyempumaan sistem 
pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; 

c. 

Komite audit mempunyai tugas: 
Pasal63 

Pasal 62 

(l} Komite audit clan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 
ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota 
Dewan Pengawas atau anggota Komisaris. 

{2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l} 
dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan 
pengawas intern. 

Pasal 61 
(1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya 

yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas 
daJam melaksanakan tugas pengawasan. 

(2) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tuia Mera.ngin Kabupaten 
Merangin tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit d.an 
komite lainnya, komite audit dan komite lainnya dapat tidak dibentuk. 

(3) Dalam ha! tidak dibentuk komite audit dan komite Iainnya dengan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi komite audit 
dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern. 

Bagian Kedua 
Komite Audit dan Komite Lainnya 

Pasal 60 

Dalam melaksa.nakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menja.ga 
kelancaran tugas sa.tuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta 

.Merangin Kabupaten Merangin sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya 
masing-masing. 

Pasal 59 
(1) Direktur utama menyampaikan basil pemeriksaan satuan pengawas 

intern kepa.da seluruh anggota clireksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti 
dalam rapat direksi. . 

(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil lan.gkah yang 
cliperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan da1am setiap laporan 
hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern. 

Pasal 58 

(1) Satuan pengawas intern memberi.kan laporan atas basil pelaksanaan 
tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan 
Pengawas. 

(2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung 
kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pad.a ayat 
(1). 



Pasal 67 
Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan 
anggaran Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 66 
(1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan 

penjabaran tahunan dari rencana bisnis. 
(2) Rencana kerja clan snggaran sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) paling 

seclikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan. 
(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan 

Pengawas paling lambat pada · akhir bulan November untuk 
ditandatangani bersama 

(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan 
Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan. 

Pasal65 
(I} Direksi menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun. 
(2) Rencana biscis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat: 
a. evaluasi basil rencana bisnis sebelumnya; 
b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin 

saat iiu- , 
c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan 
d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program 

kerja. 
(3) Direksi menyampaUran rancangan rencana bisnis kepada Dewan 

Pengawas 'untuk ditandatangani bersama. 
(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas 

disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan. 
{5} Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar 

perjanjian kontrak kinerja. 
(6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 

kepada Menteri. 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

· BABVI . 
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN 

Pasal64 
Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan 
komite lainnya diatur dala.m Peraturan Bupati. 

f. 

d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap 
segala informasi yang dikeluarkan perusahaan; . . 
melakukan identifik:asi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan 
Pengawas; dan 
melaksanak:an tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang 
diberikan oleh Dewan Pengawas. 

e. 



Pasal 69 

(1) Pengurilsan Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin 
dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. 

(2} Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana climaksud pada ayat (1} 
terdiri atas prinsip: 
a. transparansi; 
b. akuntabilitas; 
c. pertanggungjawaban; 
d. kemandirian; dan 
e. kewajaran. 

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) bertujuan untuk: . 
a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Merangin; 
b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Merangin 

Kabupaten Merangin agar perusahaan memiliki daya saing yang 
kuat, baik secara nasional maupun internasional; 

c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Merangin 
Kabupa.ten Merangin secara profesional, efisien, dan efelctif, serta 
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ 
Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin; 

Paragraf2 
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

(4) 

(3) 

(2} 
(1) 

Pasa168 
Operasional Perumda Air Minum Tiita ~erangin Kabupaten Merangin 
dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur. 
Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada . ayat (1 ~ 
disusun dan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari 
Dewan Pengawas. 
Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara 
berkesinambungan. ' 
Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat {3) 
paling sedikit memuat aspek: 
a. organ; 
b. organisasi dan kepegawaian; 
c. keuangan; 
d. pelayanan pelanggan; 
e. resiko bisnis; 
f. pengadaan barang dan jasa; 
g. pengelolaan barang; 
h. pemasaran; dan 
i. pengawasan. 

(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
barns sudah dipenuhi paling lambat 1 {satu) tahun sejak Peraturan 
Daerah ini diteta.pkan. . 

(6) Standar operasional prosedur sebagaimana dim.aksud pada ayat (4} 
disampaikan kepada Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 
Standar Operasional Prosedur 

Bagian Kedua 
Operasional 



Pasal 71 

(1) Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin dapat 
melakukan kerja sama dengan pihak lain. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (l} harus saling 
menguntnngkan dan melindungi kepentingan . Pemerintab Daerah, 
masyarakat Iuas, clan pihak yang bekerja sama. 

(3} Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten 
Merangin dcngan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai 
dengan mekanisme internal perusahaan. 

(4) Dalam hal kcrja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki 
Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin, kerja sama 
dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi. 

(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku 
ketentuan: 
a. disetujui oleh KPM; 
b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten 

Merangin 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; 
c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari 

Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin yang 
berasal dari penyertaan modal Daerah; clan 

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis uta.ma. 
(6) Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin. 

memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah 
lain dalarn rangka mendukung kerja sama daerah. 

Paragraf 4 
Kerjasama 

Pasal 70 

(l} Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Merangin 
Kaabupaten Merangin dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi 
clan transparansi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda 
Air Minum.Tirta Merangin Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Paragraf 3 
Pengadaan Barang clan Jasa 

! 

d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Merangin 
Kabupa.ten Merangin dalam membuat keputusan clan menjala.nkan 
tindakan dilandasi ni1ai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jaw~b 
sosial Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangm 
terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di 
sekitar Peru.mda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin; 

e. m~ingkatlmn kontribusi Perumda Air Minum Tirta Merangin 
Kabupaten Merangin dalam perekonomian nasional; dan 

f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan 
investasi nasional. · 

(4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat. (2) 
dan ayat (3) clitetapkan oleh Direksi. 

(5) Penerapan Tata Ketola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 
(dua) tahun setelah Peraturan Daerah .ini ditetapkan. 



Pasal 73 
(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan 

tahunan. 
(2) Laporan triwulan dan laporan ta.hunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan 
kepadaKPM. 

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
paling la.mbat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir. triwulan 
berkenaan, . 

{4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku 
Perumda Air Min.um Tirta Merangin Kabupaten Merangin ditutup. 

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh 
KPM. 

(6) Da1am hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan 
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan 
alasannya secara tertulis. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata. cara penyampaian dan 
penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam 
Peraturan Bupati .. 

Bagian Ketiga 
Pelaporan 

(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 72 

Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin dapat 
melaknkan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, clan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk 
pengembangan usaha dan investasi. 
Dalam hal pmjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (l} 
mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Merangin 
Kabupaten Merangin yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum 
Tirta Merangin Kabupaten Merangin, dapat dijadikan jaminan untuk 
menclapatkan pinjaman. 
Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin 
melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada 
Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan. 
Prosedur pelaksanaan pinjaman Perumda Air Minum Tirta Mera.ngin 
Kabupaten Merangin dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang berlaku, 

(1} 

Paragraf 5 
Pinjaman 

(7) Pemerintah Daerah dapa.t memberikan penugasan kepada Perumda Arr 
Minuµi Tirta Mera,ngin Kabupaten Merangin untuk melaksanakan kerja 
sama, 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja 'sama Perumda Air Minum Tirta 
Merangin K.abupaten Merangin diatur dalam Peraturan Bupati. 



Pasal 74 

(1) Laporan direksi Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten 
Merangin terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan 
tahunan, 

(2) Laporan bu1anan clan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri ata.s laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan 
yang disampaikan kepa.da Dewan Pengawas. 

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l} terdiri atas 
Iaporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang 
clitandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas. 

(4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) disam.paikan kepada KPM. 

{5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh 
KPM paling lambat dalam waktu 30 (ti.ga puluh) hari kerja setelah 
diterima .. 

(6) Direksi meinpublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling 
lambat 15 (lima. betas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM. · 

(7) Dalam ha1 terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan 
tahunan sebagaimana climaksud pada ayat (3) hams disebutkan 
alasannya secara tertulis. 

(8) Laporan tahunan sebagaimana dimak:sud pada ayat (3) disarnpaikan 
kepada Menteri. 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi 
laporan tahunan Direksi cliatur dalam Peraturan Bupati. 

I 

Pasal 75 

(1) Laporan tahunan bagi perusahaan umum Daerah paling sedikit 
memuat: 
a laporan keuangan; 
b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Merangin 

Kabupaten Merangin; 
c. Iaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; 
d. rincian masaJab yang timbul selama tahun buku yang 

mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Merangin 
Kabupaten Merangin; 

e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh 
Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau; 

f. nama anggot.a Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan 
g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas urrtuk 

tahun yang baru lampau. 
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a paling 

sedikit memuat 
a. neraca. akhir tahun buku yang barn lampau da1am perbandingan 

dengan tahun buku sebelumnya; 
b. laporan laba. rugi. dari tahun buku yang bersangkutan; 
c. laporan ams kas; 
d. laporan perubahan ekuitas; dan · 
e. ca.ta.tan ata.s laporan keuangan. 



Pasal 78 

Dividen Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin yang 
menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM. . 

Pasal 77 
{l) Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin wajib 

menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk 
dana cadangan. 

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana climaksud pada ayat (I) wajib 
dilakukan sampai dengan dana cad.angan mencapai paling sedikit 20% 
(dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Merangin 
Kabupaten Merangin. 

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten 
Merangin mempunyai saldo laba yang positif. 

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen] dari 
modal Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin hanya 
dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta 

. Merangin Kabupaten Merangin. 
(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), 

KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut 
digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Merangin 
Kabupaten Merangin. 

(6) Direksi hams mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut 
memperoleh laba dengan cara yang · baik dengan mernperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam 
perhltungan laba rugi. 

(4) 

(3) 

Pasal 76 
Penggunaan laba Perumda Air Minu.m Tirta. Merangin Kabupaten 
Merangin diatur dalam anggaran dasar. 
Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten 
Merangin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rligun.akan untuk: 
a. pemenuhan dana cad.angan; . 
b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, 

pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta 
Merangin Kabupaten Merangin; · 

c: dividen yang menjadi hak Daerah; 
d. tan.ti.em tmtuk anggota Direksi dan Dewan Fengawas; 
e. bonus untuk pegawai; dan/ atau 
f penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

penmdang-und.angan. . 
KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta 
Merangin Kabupaten Merangin untuk peningkat.an kuantitas, kualitas, 
dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha 
perintisan Perumda Afr Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin 
setelah dana cadangan dipenuhi .. 
Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap 
tahun oleh KPM. 

{1) 
(2) 

BABVIl 
PENGGUNMN LABA 



Pasal 82 

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada Perumda 
Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin untuk mendukung 
perekonomian Daerah dan menyeleriggarakan fungsi kemanfaatan 
umu:m tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan 
Perumda Air Mmum Tirta Merangin Kabupaten Merangin. 

(2} Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama 
oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Tirta Merangin 
Kabupaten Merangin sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM. 

(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung 
dengan pendanaan. 

(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada-ayat (3) dapat berupa: 
a. penyertaan modal Daerah; 
b. subsidi; 
c. pemberian pinjaman; dan/ atau 
d. hibah. . 

(5) Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin yang 
melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan 
pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam. 
rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan. 

{6) Setelah 
I 
pelaksanaan penugasan, Direk:si wajib memberikan laporan 

kepadaKPM. 
(7) Penugasan clan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri. 

BAB VIII 
PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA 

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MERANGIN KABUPATEN MERANGIN 

Pasal 81 · 
(1) Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan 
sebagian laba bersih. 

(2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diprioritaskan untuk keperluan 
pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. 

Pasal 80 

Jika perbitungan 1aba rugi pada suatu tahun buku menunju~ adanya 
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut 
tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Merangin 
Kabupaten Merangin dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian 
yang tercatat t.ersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(1) 
Pasal 79 

Tantierh untuk Direksi clan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai 
paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setela:h dikurangi untuk 
dana cadangan. 
Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja 
perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 
biaya. 

(2) 



Pasal 85 

(1) Restrnkturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan 
. Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin agar dapat 

beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesiona1. 
(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) bertujuan untuk: 

a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Mi..-ium Tirta Merangin 
Kabupateu Merangin; 

b. memberikan manfaat berupa Gividen dan pajak kepada negara dan 
Daerah; dan/ atau 

c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif 
kepada konsumen. 

Bagian Kedua 
Restrukturisasi 

Pasal 84 
( 1) · Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air 

Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin. 
(2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Merangin 
Kabupaten Merangin dan disampaikan kepada KPM. 

(3) Penilaian t.ingka.t kesehatan Perumda Air Minum Tirta Merangin 
Kabupaten Merangin menjadi dasar evaluasi. 

(4) Kepala Daerah menyampajkan basil penilaian tingkat kesehatan kepada 
Menteri. 

(4) 

(3) 

Pasal 83 

Evaluasi Perumda .Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin 
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi. 
~aluasi Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin 
sebagaknana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu} 
tahun sekali. 
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: 
a. Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin; 
b. Pemerintah Daerah; dan/ atau 
c. kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian. 
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} sekurang-kurangnya 
meliputi: 
a. penilaian kinerja; 
b. penilaian tingkat kesehatan; dan 
c. penilaian pelayanan. 

(1) 

(2} 

Bagian Kesa.tu 
Evaluasi 

BAB XI 
EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM 
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MERANGJ.N KABUPATEN MERANGJN 

d pada ayat ( 1) ditetapkan Setiap penugasan sebagaimana dimaksu "" 
dengan Peraturan Bupa.ti. 

(8) 



Pasal 88 
(1) Penggabungan dan peleburan Perumda Air Minum Tirta Merangin 

Kabupaten Merangin dilakukan terhadap 2 {dua) BUMD atau lebih. 
(2) Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin dapat 

mengambil alih BUMD dan/ atau badan usaha lainnya. 

BABX 
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN 

PERUMDA AIR MINUM T1RTA MERANGIN KABUPATEN MERA.NGIN 

Pasal 87 

(1) Perumda Air Minum TIT.ta Merangin Kabupaten Merangin dapat 
melakukan perubahan bentuk hukum. 

(2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam 
rangka mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten 
Merangin dan Restrukturisasi. 

(3) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Merangin 
Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 
a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi 

perusahaan perseroan Daerah; dan 
b. pe:rubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Dae:rah menjadi 

perusabaan umum Daerah. 
(4) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Merangin 

Kabupaten Merangin sebagai:mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Perda. 

(5) . Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Merangin 
Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud pada ayat (1} di'akukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 
Perubahan Bentuk Hukum 

Pasal 86 
(1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/at.au 

Restrukturisasi perusahaan. 
(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui: 
a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, 

operasional, sistem, dan prosedur; 
b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan 

Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin untuk 
menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan 
publik. 

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi diatur d.alam Peraturan 
Bupati 

(3) Restrukt:urisasi dilaknkan terhadap Perumda Air Minum Tirta Merangin 
Kabupaten Merangin yang terns menerus mengalami kerugian dan 
kerugian t.ersebut mengancam kelangsungan usaha Perwnda Air Minum 
Tirta Merangin Kabupaten Merangin. 
Restruktutjsasi dilaksanakan dengan memperhati.kan efisiensi biaya, 
manfaat, clan resiko. 

(4) 



' (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin 
yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar 
masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk 
melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan 
fungsi aset yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang 
dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l}, Pemerintah Daerah wajib 
menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud. 

Pasal 92 

Pasal 91 

(1) Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin dapat 
dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. . 

(2) Direksi Perumda Air Mm.um Tirta Merangin Kabupaten Merangin hanya 
dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air 
Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin dinyatakan pailit setelah 
memperoleh persetujuan dari kepa]a Daerah dan DPRD. 

(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi 
clan kekayaan Perum.da Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin 
tidak cukup untuk menutup kerugian 'akibat kepailitan tersebut, setiap 
anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas 
kerugian dimaksud, . 

(4} Tanggung jawab sebagairnana dimaksud pada ayat (3} berlaku juga bagi 
anggota Direksi yang sa1ab atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 {lima) 
ta.bun sebelum Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin 
dinyatakan pailit. 

(5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan 
karena kesalahan atau kelala:iannya ti.dak · bertanggung jawab secara 
tanggung renteng atas kerugian dimaksud. 

BAB XI 
KEPAILITAN 

Pasal 90 

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air 
Minum Tirta Merangin Ka.bupaten Merangin di1akukan berdasarkan basil 
analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air 
Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin. 

(1) 

{2) 

Pasal 89 
Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin 
ditetapkan dengan Perda. · _ 
Fungsi Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangm yang 
dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah. 
Kekayaan daerah basil pembubamn Perurnda Air Minum Tirta Merangin 
Kabupaten MerangiI1 dikembaUkan kepada Daerah. 

(3) 



Pasal 96 
(1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten 

Merangin dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang 
Balle .. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat {lJ dilaku.kan oleh pengawasan 
internal dan pengawasan ekstemal. 

(3) Pengawasan internal sebagaimana dima.ksud ayat (2) dilakukan oleh 
satuan pengawas intern, komite audit, dan/ atau komite lainnya, 

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh: 
a. Pemerintah Daerah; 
b. MenteI'i untuk: pengawasa.n umum; _dan 
c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian 

untuk pengawasan teknls. 
(5) Penga.wasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4} huruf a dilaksanakan oleh pejabat pad.a Pemerintah Daerah yang 
melaksanaka.n -fungsi pengawasan. 

Pasal 95. 

(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan 
teknis BUMD mempunyai tugas melakukan: 
a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan; 
b. pembinaan kepengurusan .. ; 
c. pembinaan pendayagunaan aset; 
d. pembinaan pengembangan bisnis; 
e. monitoring dan evaluasi; 
f. administrasi pembinaan; dan 
g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah 

(2) Penetapan pejabat pada Pemerint.ah Daerah yang melakukan fungsi 
pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau 
unit kerja pada perangkat Daerah yang rnenangani BUMD. 

Pasal 94 

Sekretaris Daerah mela.ksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD 
pada kebijakan yang bersifat strategis. 

Pasal 93 
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan 
Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin. 
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada aya.t (1) dilaksanakan oleh: 
a. Sekretaris Daerah, 
b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan 

teknis BUMD; dan 
c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi 

pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah. 

(1) 

(2) 

BAB XII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MERANGIN KABUPATEN MERANGIN 
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AL HARIS 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: 
1. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2006 tentang 

Perusa1haan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin 
[Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2006 Nomor 6); dan 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Pemturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 
2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirte Buana Kabupaten 
Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2010 Nomor 
11); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 100 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundan.gan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Merangin. 

BABXIIl 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 97 

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, dan Direksi yang telah ditetapkan 
sebelum berlaklm.ya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan 
berakbirnya periodesasi masa jabatan dimaksud. 

BABN 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 98 

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus 
ditetapkan paling Jama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. 

Pasal 99 


